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L

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

bahwa Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia
Khusus III Raperda DPRD Kabupaten Cirebon telah
melaksanakan pembahasan terhadap 3 (Tiga) Raperda
sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon;

bahwa berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah disetujui 3 (Tiga) raperda dalam Rapat
Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap 3 (Tiga)
Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6055);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 191, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

: Menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus I terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada
Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan evaluasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus II terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

: Menyetujui hasil Pembahasan Panitia Khusus III terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan
Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

: Laporan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia

Khusus III dan Kesepakatan Bersama antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang Persetujuan
terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal # November 2024
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